
PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKII"AN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

TENTANG

PERSE*IUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG PENETAPAN ZONASI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA

DI KOTA MEDAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang a. bahwa keberadaan pedagang kaki lima sebagai salah
satu lapangal peke{aan sektor informal di Kota
Medan perlu mendapat penataan sedemikian rupa demi
mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam melindungi
segenap bangsa dengan memberikan perlindungal
terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat,
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa;

bahwa pertumbuhan pedagang kaki lima yang semakin
pesat dari waktu ke waktu rentan menimbulkan dampak
terganggunya lalu lintas jalan, keindahan, kenyamanal,
estetika, dan kcbersihan, scrta fungsi prasarana
kawasan perkotaan sehingga perlu dilakukan penataan
pedagang kaki lima;

bahwa Pemerintah Kota Medan sebagai pemangku
kepentingan memiliki kewajiban dalam rangka
memberikan perlindungan terhadap pedagang kaki lima
melalui penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima di
Kota Medan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Ralcyat
Daerah Kota Medal tentang Persetujuan terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Penetapan Tanasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota
Medan;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt.
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-
Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1O92);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O20 tentang Cipta Ke{a (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 245,
Tamba}.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s73);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2OO4 tentang Jalan (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O20 tentang Cipta Kerja (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2OO7 tentang Penanaman Modal (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s73);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 245,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s73);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2O Tahun
2OOA tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 93, Tambahan I-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah
dengaa Undang-Undang Nomor ll Tahun 2O2O tentang
Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
202O Nomor 245, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
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8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2O09 tentang l,alu Lintas dan Angkutan Jalan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96,
Tambahan l,embaran negara Republik Indonesia Nomor
5025) sebagaimala telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 245,
Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s7s);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
202O Nomor 245, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

1O. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimala telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2OO6 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O06 Nomor 86, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

12. Peraturaa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2O11 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis
Dampal< Serta Manajemen Kebutuhan l,alu Lintas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 521 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O21 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5294);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249,
Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
64a21;
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Memperhatikan

15. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2Ol2 tentang
Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 291);

16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2OO9
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota
Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2O09 Nomor 08);

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2OO9
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (kmbaran
Daerah Kota Medan Tahun 2OO9 Nomor 23);

18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 09 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan
Perdagangan (lembarart Daerah Kota Medan Tahun 2Ol4
Nomor O9);

19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 02 Tahun 2015
tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan 7'onasi
Kota Medan Tahun 2015-2035 (lrmbaran Daerah Kota
Medan Tahun 2Ol5 Nomor O2);

2O. Peraturan Daerah Kota Medal Nomor 4 Tahun 2O2l
tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan
(lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2O2l Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2O2l
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 202l-2026
(kmbaran Daerah Kota Medan Tahun 2O21 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor I Tahun 2022
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun
2o22-2o42\.embaran Daerah Kota Medan Tabw 2022
Nomor 1);

Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
Tanggal 26 September 2022;

Rapat Paripurna DPRD Kota Medal tentang
Penyampaian l,aporan Panitia Khusus, Pendapat Fraksi-
Fraksi DPRD Kota Medan dan Penandatanganan/
Pengambilan Keputusan DPRD Kota medan Sekaligus
Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan dengan Kepala
Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Penetapan
Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan
Tanggal 25 Oktober 2022;

1.

c

MEMUTUSI{AN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN TENTANG PERSE*TUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN
ZONASI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN.

Menetapkan
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KESATU

KEDUA

KETIGA

Wakil Ketua,

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Penetapan Aktivitas T.orrasi Pedagang Kaki Lima di Kota
Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan, sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam implementasi peraturan daerah ini, memperhatikan
pendapat seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Medan yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Padatanggal : 2C Ol*ober 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,

HASYIM, S,E.

Wakil Ketua, Wakil Ketua,

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M. H. RA"'UDDIN SAGAI-A, SPd.I. H. T. BAHRUMSYAH, S.H.,M.H.

Tembusan:
1. Wali Kota Medan
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
3. Sekretaris DPRD Kota Medan


